


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT

Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun, selaini',y'ang utama dalam rangka memenuhi

kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun2}l4

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan

sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman guna melakukan

evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggarun 2021 selain itu penyusunan

laporan kinerja ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga

dapat dipertanggungiawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada

masyarakat. Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021 menyajikan beberapa

sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil perencanaan KPU RI

berdasarkan Keputusan KPU RI No 197/PR.01.3-KpV01/KPUIM2O2A tentang

bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh

karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga

laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di

masa mendatang.

Pariaman, 9 F ebruan 2022
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang

dijabarkan dalam Indikator kinerja ini disusun

sebagai wujud Pariaman kepada

publik, sehingga dapat meningkatkan Kota Pariaman untuk

dan Pemilihan yangmemberi dukungan dan

transparan, akuntabel,

Laporan Pariaman Tahun 2021, pada hakekatnya

merupakan suatu

Strategis (Renstra) 2020-2024

kinerja sasaran

memenuhi yang target

pada

dengan keter

Kinerj

lihan

Umum

KPU Kota Pariaman tidak

dapat

ariaman

KategoriNo Strategis

(4) ' ,,f5i' (6) (7)0) (2) (3)

Berhasil

ketentuan yang
berlaku

J

100% 100%

84% BerhasilPersentase
Partisipasi Pemilih
dalam
Pemilu/Pemilihan

73 o/o 84%

84% BerhasilPersentase 77.% 84. %

I

untuk mencapai sasaran Rencana

dan analisis capaian

Kota Pariaman

Indikator Kinerja yTarget "1"Realiq,q$i,, o/o CapaianSasaran

rcj%

Pemilu/



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %o Capaian Kategori

(l) (2\ (3) (4',) (s) (6) (7)

.

ti-.'

Partisipasi Pemilih
Perempuan dalam
Pemilu/ P.emilihan

Persentase

Partisipasi Pemilih
Disabilitas dalam
Pemilu/ Pemilihan

s8% 80.5 % Cukup

Berhasil

Tetapi
Masuk dalam
Pemilih

A./)"/o 0.48 % 92% Berhasil

2. Terlaksananya
Pemih:/
Pemilihan

Persentase tingkat
penyelenggaraan
Pemilu/ Pemilihan
tanpa konflik

924/o 92% 100% Berhasil

Persentase

Penyelenggara
FemihlPemilihan

5%

Kota

:.:::

t,
ll'rl l

:

3 Nilai Akuntabilitas
Kinerja KPU Kota
Pariaman

::::':r'iB
1.rr ., ,r,' ::

a%

Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)

100% t00% Berhasil

KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaannya kinerja banyak kendala yang

dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif

dengan stakeholders. Hal ini perlu dengan upaya melakukan penguatan internal

1't c
IL

Pemilihan



kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar

mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja

adalah:

l. Meningkatkankapasitas manusia agar dapat

mendukung pelaksanaan program dan .berupa bimtek

dan pelatihan.

2. Melakukan sosial sebagai sarana

sosialisasi dan

3. Meningkatkan

publik.

-pihak terkait/ stakeholders untuk

menJ alin dalam kegiatan.

Semua hal tersebut dilakukan agar dan/ atau Pemilihan yang

akan datang

IV
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan U KPU adalah

lembaga Penyelenggara Pemilihan tetap dan

mandiri dalam melaksanakan Pemilu

itu sendiri maksudnya Pemilu yang

terdiri atas Komisi (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),

dan Dewan (DKPP) sebagai satu kesatuan

fungsi Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), anggota (DPD), Presiden dan Wakil

Presiden, Perwakilan

secara serta untuk memilih Gubernur dan

Bupati Walikota dan

kepada

kali,

Pemilu

jujur, dan

prmslp

profesional,

Instansi Pemerintah, termasuk KPU dibentuk untuk mengemban tugas

dan tanggungiawab tertentu dan diberikan wewenang atau mandat untuk

melaksanakan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan

adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. Terkait hal tersebut

dan demi tercapainya suatu Good Governance, maka KPU Kota Pariaman

L



melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Selain dari tuntutan

akuntabilitas kinerja, LKj juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan suatu

organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran atau sebagai fokus perbaikan

kinerja serta dapat menjadi rujukan informasi di masa mendatang.

LKj juga dibuat sebagai Kota Pariaman

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, analisis dalam

meningkatkan kinerja dimasa penjelasan

mengenal pencapalan Tahun Anggaran20?l

Setiap capaian results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan

dengan Perjanjian Tahun 2021 sebagai tolok

ukur dan gambaran tingkat a selama 1 (satu)

tahun. Analisis atas kinerja digunakan

sebagai

dan KPU Kota Pariaman.

1.2

Tahun 2014

Undang-

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 ;

5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentarrg Pemilihan Umum;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

yang memberikan

Pemerintah

Pemilihan

l)
2)

3)

4)

2



7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi, danTata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Seketariat Komisi

9) Peraturan Presiden N tentang Rencana

Pembangunan 2020-2024;

l0) Peraturan

Birokrasi

Negara dan Reformasi

Kinerja,

Instansi Pemerintah

1l) Nomor 8 Tahun Tata

mum, Komisi Pemilihan

Kabupaten/Kota,

1.3 Maksud

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU

Kota Pariaman Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan

fungsi KPU Kota Pariaman kepada seluruh stakeholders;

2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman

Tahun 2021 dalalrr, upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;

)

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja atas Laporan Kinerja

tentang

Komisi



3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen

perencarumn, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.4 Tugas, Wewenang dan

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 omor 16 Tahun

1999 tentang Pembentukan Komisi Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Ketentuan lebih

lanjut diatur di

tentang Tata

Provinsi, dan Komisi

KPU dalam

ke

Kabupaten/Kota.

Nomor 7 T

Pasal 1

PPS,

Nomor 8 Tahun 2019

I

a.

b.

c.

d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh

Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;

f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

semua tahapan

program

peraturan

IJmum, Komisi Pemilihan Umum

dibantu oleh

Jenderal KPU, KPU

4



j

k.

dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang

bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di ppK;

g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara

u, Bawaslu

h. Mengumumkan calon anggota terpilih sesuai

dengan alokasi jumlah di Kabupaten/Kota

yang berita

l. segera dan laporan yang disampaikan oleh

B awaslu Kabupaten/Kota;

dan/atau yang dengan

kepada

membuat laporan setiap

Pasal I

mengum suara

anggota DPRD Kabupaten/I(ota berdasarkan rekapitulasi penghitungan

suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat

rekapitulasi suara;

d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

)

a.

b.

c

serta wajib

Kabupaten/Kota, dan

l.

5



a.

b.

e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara

anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan

putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, pufusan Bawaslu

Kabupaten/I(ota, dan/atau dan

f. Melaksanakan wewenang lain , KPU Provinsi,

dan/ atau ketentuan peraturan

3. Kewajiban

Pasal20 menyebutkan bahwa kewaj adalah:

waktu;

Pemilu secara adil dan setara;

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraar,

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya

kepada Bawaslu;

c

e

f.

berdasarkan

Indonesia;

d.



i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/I(ota;

j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

k. Menyampaikan data pada tingkat

Kabupaten/Kota kepada Peserta

rekapitulasi di Kabupaten /I(ota;

) hari setelah

l. Melakukan secara berkelanjutan

dengan kependudukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-

m. Melaksanakan putusan DKPP;

Provinsi

20r7

Umum

Pemilihan U

Pasal 10 ayat (1)

menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupater/ Kota sebanyak 3 (tiga)

atau 5 (lima) orang. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi

atas perkara Nomor 31/PUU-XVI|20L8, maka sejak putusan dibacakan, jumlah

anggota semua Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kabupaten/Kota

berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/ Kota memiliki masa jabatan selama 5

7 Tahun 2017



(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali

masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas,

wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris KPU

Sub Bagian. Ketentuan ini berdasarkan

(empat) Kepala

Umum

dan Tata

Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Kerja Sekretariat J

Pemilihan U Sekretariat

Kabupaten/I(ota.

Bagan Organisasi Komisi

1. Aisyah, SE, M.AP sebagai Ketua

2. Abrar Azizsebagai Anggota

3. Doni Kardinal sebagai Anggota

Umum

Ketua

Anggota Anggota Anggota AnggotaAnggota

Sekretaris

4 (Empat) Sub-

Bagian

8

4. Syufli, SH sebagai Anggota

Keterangan:

Nama Ketua dan sld2023 adalah:



5. Dicky Fernando, A.Md sebagai Anggota

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh seorang

Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian.

Sesuai dengan Kota Pariaman

Nomor : l82lHK.03.l-Kpt/1377 IKPU- Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan U omor 621HK.03.1-

Kptl I 37 7 IKPU-Kot/)V20 I 8 dan Tugas Anggota

Komisi Pemilihan

terangkum dalam T

2018-2023 sebagaimana

Pembagian

'anaman

No Penanggungjawab Uraian

Peresmian
keanggotaan dan
pelaksanaan Sumpah
Janji;

Perencanaan,
pengadaan barang dan
asa serta distribusi

e.

f.

1

9

dan Wilayah

pelaporan



logistik Pemilu.

2 Divisi Teknis
Penyelenggaraan

::,:,:,,:,

r.1l'.'lilll,lrl

'',,'

Ketua:
Kardinal

Doni

Wakil Ketua:

I

l. Penentuan daerah

pemilihan dan alokasi

Politik

Peserta

4

penghitungan suara dan

rekapitulasi

penghitungan suara;

5. Penetapan

7

Kecamatan
Pariaman
Timur

Wakil
Doni Kardinal

2.

Kehumasan;

4. Kampanye Pemilu dan

Pemilihan;

5. Pengelolaan informasi

dan komunikasi;

6. Kerjasama antar

J

SDM

dan



l

lembaga;

7. PAW Anggota KPU

Kota Pariaman;

8. Rekrutmen Badan

dan

Kinerja

l0

budaya kerja dan

organisasi;

danl1

disiplin

. Diklat

12. tian

4

dan

Syufli, SH

dan anggaran;

d. Pemutakhiran dan

pemeliharaan data

pemilih;

e. Sistem informasi yang

berkaitan dengan

LL

progftrm



f.

Tahapan Pemilu;

Pengelolaan aplikasi

dan jaringan IT;

dan

data hasil

Nasional;

t. dan

penyediaan informasi

publik (PPID).

5 Divisi Hukum
dan

Ketua: Syufli,SH

Ketua:Wakil
Dicky
Fernando,A.Md

keputusan;

2 T

4

6

Kecamatan
Pariaman

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan

sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Kebijakan Dalam:

1. Pembuatan

dan etik

L2



Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan

Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

umum

BAB II PERENC

Menguraikan kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB KINERJA:

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerj anya.

a.

b.

13

BAB

Pada kinerja



1,4

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Gambaran Umum

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat

-Undang Nomor 25 Tahun

dan menetapkan

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Sekretariat Jenderal

KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota untuk

diwujud nyatakan dalam pelaksanaaan tugas ke depan yaitu:

.,,,-ii,,ii:. l,

I .,: :::,,::::::::::,: ::: : , nirlrii

pedoman kinerja apa yang harus ukuran untuk

mengevaluasi pelaksanaan tugas memenuhi prinsip

tata kelola pemerintahan yang Rencana suatu

organisasi memuat visi, program, kegiatan, dan

indikator kinerja sebagai tugas pokok dan

fungsi organisasi visi dan misi Komisi Pemilihan

Umum Kota yang dalam tduan, sasaran,

kebij akan, program, dan

1. Visi

dan 40

lebih baik.

meningkatkan

komitmen



Visi Komisi Pemilihan Umum adalah "Menjadi Penyelenggara

Pemilihan Umumyang Mandiri, Profesional dan Berintegritas 't.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi

Pemilihan Umum untuk menyelenggalakan Pemilu yang jujur, adil, transparan,

akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif,

efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan

berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi

Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari

upaya meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia, khususnya di

bidang politik Relevansi visi Komisi Pemilihan Umum

dengan nasional yang

kelola pemerintahan yang bersih,

dan kualitas sumber

brand

akan

adalah:

pemilu;

b. Menyusun peraturuan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan

kepastian hukum, pro gresif, dan partisipati f;

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu Serentak yang efektil

efi sien, transparan, akuntabel, serta aksesabel;

15

yakni



e

f.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

menyelenggarakan Pemilu S erentak;

Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilihan Serentak;

Meningkatkan kualitas uruh pemangku

2. Tujuan dan S

Dalam maka tujuan

yang hendak dicapai

a. Terwujudnya kompetensi,

sesuai dengan

disebutkan

meningkatnya

pemilihan

dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks

penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan

membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan

tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

kepentingan.

b

c.

d.

e.

KPU

yang



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja tugas dengan

atasannya (P erformance Agreement). ikhtisar

Rencana Kerja Tahunan, yang ketersediaan

anggarannya, yaitu setelah selesai.

Aktualisasi kinerja dimuat dalam laporan

akuntabilitas kinerj A c c ount abil ity Report)

Dalam rangka Tahun 2020-

2024, pada tanggal I Maret 2021

Perjanjian Kinerj a

akan

menetapkan

a yang

sebagai

Tabel2.l

dikator Kinerja 
I

?l

TargetNo

I

1.

yang Aman,
2

Kota

100 %Persentase kesesuaian
laporan keuangan KPU
Kota Pariaman dengan
Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)

t00%Nilai Keterbukaan
Informasi Publik

J

t7

Perj anj ian Kinerj a adalah pemyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

KPU

dan janji

BMeningkatnya Kapasitas
Lembaga Penyelenggara



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntanbilitas Kinerja menjawab dari

perorangan, badan hukum atau secara transparan

mengenai keberhasilan atau misi organisasi

kepada pihak-pihak yang akuntabilitas/ pemberi

amanah. Dalam

sasaran strategis

2021, KPU Pariaman menetapkan

dokumen perencanaan

pada umumnya dapat

yang di

Pariaman Tahun 2021, pada

bagian untuk

2024.

bagian

keper

satuan-

dicapai pada

dua dari

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi

dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan

sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi

kinerja

indikator kinerja dan

target-target kinerja

Renstra



meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah

dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja Qterformance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu udkan sasaran,

planning suatutujuan, misi dan visi organisasi yang

orgarusasl.

Pengukuran kinerja menetapkan

parameter hasil progrfrm Proses pengukuran

kinerja seringkali

tingkat kemajuan

2021 pada hakekatnya

mencapai SASAIAN

satuan

telah Untuk menilai

sasaran

202t

(input).

Masukan

kegiatan

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan

sebagainya.

b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk I jasa (fisik dan/atau

non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan

program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

19

bukti statistik untuk menentukan

agat

keluaran

Kota Pariaman Tahun

atau kegiatan untuk

demikian, kinerja per

bagian dari



c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran setiap

produk/j as a dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Manfaat (benefit) adalah yang dirasakan

langsung oleh masyarakat

diakses oleh publik.

yang dapat

Untuk mempermudah sasaran dan program.

kegiatan serta

tersebut yaitu;

Rentang Nilai Kelompok/

makna dari nilai

Capaian Kinerja

KeteranganNo Kategori

Sangat Berhasil1

2

a

CukupJ

Kurang Berhasil Kegiatan yang

dilaksanakan tidak sesuai

dengan target indikator

kinerja

4 5l-70

Kegiatan yangTidak Berhasil5 0-50

20

diberlakukan

Tabel3,l

target

telah



dilaksanakan sangat tidak

sesuai dengan target

indikator kinerja

capaian kinerjaPenghitungan persentase

Realisasi
o/o Capaian:

Target

Semakin tinggi

3.2 Evaluasi dan Analisis

Secara

rumus:

pencapalan ayarrg semakin baik.

x l00o/o

kinerja

SE sts

kinerja sebagai berikut

diatas

Pada indikator kinerja Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang

Demokratis diatas, Yo capaiankinerja untuk persentase partisipasi pemilih dalam

yang di

%No

85% 85%t00%1 Persentase ketepatan waktu

dalam Pemutakhi r an D ata

Pemilih berkelanjutan

mampu

2L



Pemilu/ Pemilihan adalah 85%. Hal ini terjadi karena pelaksanaan tahapan

Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan di Kota Pariaman dilaksanakan

pertama kali pada bulan Mei, hal ini terjadi karena keterlambatan turunnya

regulasi untuk pelaksanaan PDPB ditingkat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di

Indonesia.

Karena KPU adalah lembaga yang berkaitan

dengan regulasi merupakan lambatan lahirnya

Standar Operasional Data Pemilih

Berkelanjutan

ditingkat

Untuk pelaksanaan PDPB

domisili sebanyak I

pemilih. S selama tahttn 2 554

pemilih terebut sudah disandingkan

diatas

Indikator kinerja pertama, % capaian kinerja persentase tingkat

penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik adalah 80%. Bisa dikatakan

indikator kinerja ini tercapai, dikarenakan pada saat penyelesaian Pemilihan

22

keterlambatan pelaksanaan PDPB

Pemilih pindah

baru dan pemilih pemula 62

kinerja yang

berikut:

Persentase

Pariaman



Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tidak terjadi konflik

Di TPS yang sampai menimbulkan keributan, sehingga dapat dikatakan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

tahun 2020 berjalan dengan lancar dan aman. Serta proses sidang DKPP

dengan kasus hak pilih pemilih terlayani oleh

merehabilitasiKPU Kota Pariaman tidka terbukti,

nama baik KPU Kota Pariaman.

Indikator

diatas adalah

ditetapkan sasaran strategis

kinerja. sampal

a Pariaman

dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator ini sebesar 0%o.

Pada indikator kinerja kedua, %o capaian kinerja kesesuaian laporan

keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dalam Pasal32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara

Pemilu/ Pemilihan

TargetNo uan

lI

62

(sAP)

Informasi Publik3 I

23
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan

tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen

dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat

pertimbangan dari Badan

Dengan ditetapkannya Peraturan 7l Tahun 2010

sistem akuntansi

hukum. Dengan

tentang Standar Akuntansi

pemerintahan berbasis

penerapan mr kewajiban untuk dapat segera

menerapkan SAP basis akrual. Tantangan baru yang

muncul dari penetapan basis akrual suatu pedoman yang dapat

menjelaskan proses pemerintahan berbasis

akrual ini dengan baik. omor

7l T, ayat (2) menyebutkan bahwa S

diatur

yang

ayat (3

Daerah

pada

bentuk

tertuang

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai

dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan

transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan KPU Kota

Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi

belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke

KPU Provinsi Sumatera Barat.

24

yaitu

dari posisiLaporan



Tahun 2021 bersumber

Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai

dengan SAP sebanyak 1 (satu) laporan memenuhi target dengan capaian sebesar

r00%.

Komisi Pemilihan anggaran untuk

SP DIPA-

076.01.2.65626512021 tanggal 23 N pagu awal sebesar

Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Dua Juta Tiga

Ratus Sembilan Ribu kelancar kegiatan yang

sudah I KPU Kota Pariaman telah melakukan revisi

sebanyak I 1 revisi 3 revisi dari KPU

RI yang dapat dijabarkan se

1. Revisi sebesar

Sembilan Ribu Rupiah ) ,

revisi ini disetujui tanggal 15 April202l

3. Berikutnya revisi ke 4 dan ke 5 merupakan revisi POK dengan total

pagu masih sama dengan pagu awal Rp.2.882.309.000,- (Dua

Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan

Ribu Rupiah ). Revisi yang diajukan bertujuan untuk memfasilitasi

penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta

a
J

DJPBN dan

25



kelancaran dalam pertang gungj awaban secara keuangan.

4. Selanjutnya revisi I yang dilakukan oleh KPU R[, revisi yang

dilakukan KPU RI merupakan revisi bersifat nasional, dimana

sebelumnya ada KPU Kab/Kota

untuk tidak melakukan revisi Dipa selama

rentang waktu yang yang dilakukan

KPU RI yang 7 Juni 2021,

KPU

Rpl
mengalami pengurangan anggaran sebanyak

Ratus Tiga Puluh

Tujuh terjadi pada akun

belanja pe uang kehormatan.

Enam

( Satu Milyar Seratus

6. Revisi ke 2 dari KPU RI berupa penambahan anggaran sebesar Rp

33.71L 000 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Ada pengurangan dan penambahan anggaran dalam revisi ke 2 KPU

RI ini. Penambahan anggran di akun 3355.EAA layanan perkantoran

/akun gaji Pokok sebanyak Rp 56.086.000 ( Lima Puluh Enam Juta

Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dari awalnya Rp 2.078.767.000

pagu

.716972.000 ( Dua Milyar

Revisi

Puluh Dua

Ribu

( Satu Milyar

Tujuh Puluh Lima Ribu



( Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh

Tujuh Ribu Rupiah ) menjadi Rp 2.134.853.000 ( Dua Milyar

Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu

Rupiah ) sementara pengurangan terdapat pada akun 3357.FAD

Perencanan dan ( Empat Belas

Juta Delapan Ratus Tujuh Rupiah) yang

semulanya Rp 17.500. Lima Ratus Ribu

Rupiah) menj Ratus Dua Puluh

pagu lainnya di akun

evaluasi internal sebanyak Rp

) yang semulanya

Lima

3361.

7.500 .000

Rp 10.800.000 ( Sepuluh J Ribu Rupiah ) menjadi

Rp Rupiah). 2 KPU

202t

.683.000 ( Dua Milyar

103.391.000 ( Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu

Ribu Pupiah ).revisi ini penambahan di akun 3355.EAA layanan

perkantoran berupa tambahan kekurangan gaji untuk tunjangan

kinerja dan uang kehormatan (5l24ll), dimana awalnya Rp

2.134.853.000 ( Dua Milyar SeratusTiga Puluh Empat Juta Delapan

Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah ) menjadi Rp 2.238.244.000

27

Juta

sebesar Rp



( Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat

Puluh Empat Ribu Rupiah ). Pagu sekarang menjadi Rp

2.854.074.000 ( Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu

Tujuh Puluh Empat Ribu ). Revisi ke 3 disahkan pada 16 November

2021 sesuai dengan

9. Revisi POK ke 9 Rp 2.854.074.000

Ribu Tujuh Puluh( Dua Milyar

Empat yang diajukan uan untuk memfasilitasi

yang sudah direncanakan serta

kelancaran keuangan.

10.

gaJi ( akun 3355.EAA ) sebe

uta Rupiah ). Setelah

11. Revisi POK ke 10 dan ke 11 dengan total anggaran sebesar Rp

2.914.074.000 ( Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh

Puluh Empat Ribu Rupiah ) . Revisi yang diajukan bertujuan untuk

memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah

direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungiawaban secara

si antar

.298.244.000 ( Dua

Dua Ratus Empat Pul

revtsl ml

berupa



t2

keuangan.

Berikutnya revisi 3 ke Kanwil DJPBN yang merupakan revisi

untuk memutakhirkan data revisi POK ke 10 dan ke 11 dengan

pagu anggaran Rp 2.91

Empat Belas Juta Tujuh

dilakukan karena sudah

POK

bagian

27 Desember 2

u

Sembilan Ratus

) .Hal ini

harus meng update /

data pagu atas revisi

dengan kawil agar nanti tidak terjadi

iliasi di

tanggal

keuangan perpro gram/ke A KPU

2021 per output kegiatan

Tabel3.3

Realisasi Yo r,, SisaPaguNo
Rincian

(KRo)
Klasifikasi

Output
1_8.461_.5591 3355.EAA.994
3.676.0002 3355.EAK.007 61,86

97,93 s30.0003 3355.EA1.003 25.549.000
4.0004 33s6.AFA.010 L.692.@ 1-.688.000 99,76

582.4003356.EA8 6.612.000 o29.5

1.752.m0L.752.OOO 100,006 3356.EA1.010

28.960.000 28.787.OOO 99,40 r-73.0007 3357.EAJ.003

7.2L4.000 6.792.700 94,L6 42L.3008 3357.EA1.004

2.625.O@ 2.4r'i0.( 92,95 18s.0009 3357.FAD.001
509.331..000 99,81 956.311_L0 3360.EAA.994

4.595.500 99,92 3.s0011 3360.EAD.010
3.093.800 93,75 206.200L2 3361.EA1.005 3.300.000
1.69s.000 99,24 13.0003363.BAH.011 1_.708.00013

4.25L.200 97,3714 3363.8MA.012 4.366.000
72,50 550.0002.000.000 L.450.00015 3364.8AH.030
99,60 4.0001.000.000 996.00016 3364.8MA.005
98,47 84.0005.484.000 5.400.000t7 3364.EA1.031
99,11 25.965.O702.9L4.O74.O@ 2.888.108.930

tidak

2.

91,19

t89

L1_4.800

29



Dari total anggilan APBN di revisi terakhir sebesar Rp.2.914.074.000,- (Dua

Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Emapat Ribu Rupiah )

terealisasi sebesar Rp. 2.888.108.930,- (Dua Milyar delapan Ratus Delapan Puluh

Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah ) atau

sebesar 99.11 %.Ini

oleh KPU Kota Pariaman.

Sedangkan untuk indikator

informasi Publik, %

sebesar 95%.

terkait

sebagai lembaga

bersumber dari APBN sehingga

berkaitan

yang sangat baik

ketiga yaitu ketebukaan

Publik di tahun 2021
,t:,;:)

Kota Pariaman telah mengikuti rapat Pembahasan

informasi publik, karena KPU

mlsl organlsasl dalam mencapai

secara periodik.

atau

yang

Publik

8 dan

setelah

intinya

di

di

bagi

bagiorang

pengembangan bagian penting

bagi merupakan hak asasi

manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik; c. bahwa keterbukaan informasi publik

merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap

penyelengg araan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang

informasi

tertentu

2008

30



berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik

merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tahun 2021 yang telah diselaraskan

dengan Rencana Strategis KPU Kota Pariaman tahun 2020-2024, maka diperoleh

indeks Capaian Kinerja persentase realisasi

BERHASIL untukanggaran sebesar 99.11'/r. Adapun

melaksanakan seluruh Indeks telah ditetapkan oleh

Renstra KPU

Perbedaan dengan anggaran dikarenakan tahun 2021

adalah tahun

indikator kinerja utama yang

lnl sangat berbeda saat penetapan

KPU Kota Pariaman. Namun

dengan baik, namun tidak

yang tidak dengan

kepada masyarakat tidak

langsung melainkan per Selain

yang

1

secara pelaksanaan belanj a anggaran

dapat di

itu

perl

Kota

31



PenyelenggaraarL

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

transparansi, akuntabilitas,

efisien dan efektif. Prinsip

bagi penetapan kebij

dengan menguatnya

Berdasarkan

dengan hampir sel

ahun Anggaran 2021 dengan

pencapalan yang

BAB IV

PENUTUP

jawab

adalah proses

prinsip-prinsip

hukum, kesetaraan,

merupakan landasan

balisasi yang dilandasi

dan

Kegia

dapat

perlu

sebagai

dimanfaatkan

si Pemilihan

tentu secara

Sebagai lembaga PenYelenggara Pemilu, KPU memPunYai

tanggungfawab bukan hanya dalam hal penyelenggararm Pemilu itu sendiri,

tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen

yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat

juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan

visi dan misi KPU yang ditetapkan dalam rencana strategis 2020-2024' Karena

itu programlkegiatan lembaga KPU baik itu KPU zu, KPU Provinsi maupun

32

telah dilakukan Komisi Pemilihan

kinerja kegiatan yang

sudah berupaya

membutuhkan.

yang



G

KPU Kabupaten/Kota selain menyelenggarakan pemilu tentunya, hendaknya

lebih menekankan pada programlkegiatan yang tujuannya untuk membangun

kesadaran politik masyarakat seperti pelatiharV pendidikan politik maupun

publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas. Untuk peningkatan

akuntabilitas kinerja Komisi akan

melaksanakan langkah langkah sebagai

1. Memperhatikan Penajaman di awal tahun

anggaran berjalan sesuai rencana

serta agar lebih diefektifkan mengingat

yang sangat terbatas sehinggamasalah waktu

penyerapan anggaran dapat berj optimal;

2. KPU dan

J

4.

Dava

pemahaman

data pemilih,
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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewu.ludkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah tni:

Nama Aisyah,SE,M.AP

Jabatan Ketua KPU Kota Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kiner.ja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perenca naa n.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut meniadi tanggung lawab kami.

Pariaman, 24 )anuati 2022

KETUA

KPU KOTA PARIAMAN

a

,SE ,M.AP



PERJANJIAN KINERJA

NAMA LEMBAGA

TAHUN ANGGARAN

: KPU KOTA PARIAMAN

12022

BNilai Akuntabilitas Kinerja KPU
Kota Pariaman

Opini BPK atas Laporan
Keuangan

WTP

100%

Terwuj udnya Sumbar Daya
Manusia dan lembaga KPU yang
berkualitas

Nilai Keterbukaan Informasi
Publik

1

Program

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

2. Program Dukungan Manajemen

Total

Anggaran

Rp. 431..497.000,-

Rp. 2,632.292.000,-

Rp. 3.053.789.000,-

Pariaman, 24 Januari 2022

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

AISYAH.SE.M.AP

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target



MATRIKS KEGIATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Nama UniUSatker
Tahun Anggaran

: KPU Kota Psrirman (656265)
t 2022

IilAKTII PELAKSANAAN

J , I ,
PelaksenaNO KODE AKUN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

TARGET KEGIATAN
JUMLAH
BIAYA

Teknis &
Ksubbag

HupM

I

6639.QDB.oor. lm

076 0 l.cQ

52t2t9

PEWIENGCMAAN PEMLT]
DALAM PROSES KONSOLDASI
DEMOKRASI TEKNIS
PENYELENC,CMN PEMILU/
PEMILIHAN FASILTTASI DAN
PEMBTNAAN LEMBACA

Dokomuen T€knis Pedlu Legislatif,
Pemilu Presidendan Wakil Presiden

Fsili6i Teknis P€nyelenggam Pemilu

Penglolm Desain Surat Suam.

Forulirdan Alat Bailu Tumretm
Pemilu/ Pemilihan

Belmja Baang Non Op€EioMl
laiwa

TeNajinya Lapomn
Penyelenggaron
Pemilu KPU Kota
Peiamn

I (Satu) Laponn
tuP/"

Penyelengslm
Teknis Kepemilm

72. t44.m0

I

Kasubbag

Kemgq
Umum dan

Logistik

I

2 076.Ol.WA_EBA.994

3355.EBA.994.m1

5llllI

5tt232

512{lt

5lllt9
5llt2I
5tlt22
5llt23
5l I 124

5lIt25
5lll26
5l I 129

5l I t5I

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PENCELOLAAN
KEUANCAN DAN BARANG MLK
NEGARA LAYANAN
PEKNTORAN

Layam Pe*ailomn GaJ i dan
Tmjmge

Bclmja Gaji Pokok PNS

Belmja P€ntbulun Gaji PNS

Belmja Tunj. Sllmi/lse
Belmja Tunjan@ Aek PNS

Belmja Tunjangan Strukrud PNS

Belmja Tuniangm Funsioml PNS

Belania Tuni. PPH PNS

Belanja Tunjangan b€6 PNS

Belmja Uang Makan PNS

BclmjaTunjaryn Umum PNS

Belmja Uang Keho@Un Pejabal

NegaE

Belmja Uang Keho@un P€jabd
NepE

Gaji dan Tunjangan

Peen&
peryelesian
p€ro$lahan
dalm
Fuelolen
keungm dalam stu
Utrm p€ngelolan
anggann

12 (Dua Belas)

Laponn lm%

12 (Du Bel6)
Eulan Layamn
tutyr

Dokumnhsi dan
PenBaEipan Logisdk

PembayaBn Gaji
dan Tunjmgan

Rp 2.183.6t8.m0

Rp 594.2m.m

ll.m
45.tr3.m0
15.8?3.m
50.0m.m

t.m
1.162.m0

44.61 Lm
109.981.m
24.880.m

528.23Lm

768.945.m

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

3te.EBA.994

N2

52t2
Honor Sarpam dan Sopir [3 Org x

Petu8tr

Rumh hngB, Banng CeEk
Larygamn koBnMajalah dan

Minum
Penggantian invcnhris

Belanja Penginmn Sumt Dims

Belmja HorcrOFmsional
PA, PPK, PBJ, PPBJ dan

Belmja Banng OFrdsioMl
lPakaian ASN. Salpan Supir

Balanja
52t Pemngamn

Pemegalun

522t Belanja

PERKANTORAN

dan Pemliharonkailor

PerkantoEn

Belanja Keperlw
475.869.000

212.598.m

I 17.214.m

[2 Org r l]
ATK, Jamm Makan/KoEumi.

l2 (Du Bel6)
Bulan Latamn

IW/o
7t.058.m

I9.Effi,OM

4.5m.m0

6m.fr)o

95.520.m

Ksubbag
K€mgatr
Umum dan

Logistik52ll

52t I

52ll

10.940.m0

Rp

Rp

Rp

522t Belmja Lan8gamn

Belanja Jffi lainya I

35.974.m
4.8m.m0

23.0m.fin

;T

B



Rp

Rp

523 I
Belanja

BanSum dan

Kendallm
Elektrcdk

5241

KOMISI PEMITIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

DIXETAHUI OLEH

XETUAffi 0
NIP: 19841203 200902 2 012

KdubbaS
Kcugu
u.*T9"

{

52t2tS

330.EBB 971
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MATRIKS REALISASI KERJA DAN ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

Nama Unit/Satker
Tahun Anggaran | 2O2t

: KPU Kota Pariamsn (656265)

WAKTU PELAKSANAAN

I 2I I
Januari]T;T,T. Fcbrusri

i-;T;TT I

Maret PelsksrnsNO KODf AKI]N PROGRAW KEGIATAN INDIXATOR
KINERJA

TARGET KEGIATAN JUMLAH BIAYA

Ksubbag
KemBtr
Umum &n
ll-ogistit

3356.4FA.0r0.m5

076.01.CQ
PENYELENC,GARMN PEMILU
DALN PROSES KONSOLIDAST
DEMOKRASI KEGTATAN
FASILITASI PENGELOLAAN DATA
KEBUTUHN, PENG{)AAN.
PENDISTRIBUSIAN. SERTA
PEMIELIHARAAN DAN
INVENTNSASI LOCISTTK
PEMILU/ PEMILIHAN

SisteMika Smdar Pengirimn
Logistik Pemilu Dukuuan
Penyelenggmn TUS dan Fun$i Unit

Evalmi PerdistribEian Logistik
Pemilihan Tahun 2020

TeNajinya LapoBn
t gistikPemiluKPU
Kou Pilimn

I (Sm) Lapotr
t(w.

Invenbrisi
Petlmalahan
Logistik

1.692 000Rp

Kffubbag
Kemgaq
Umum drn
t gistik

2 l356.EAB.oo8.m5

52t2n

5218I I

5241 I I

DahKebutuhandanAngga. Logisrik
Pemilu/ Pemilihan Dukunsan
PetryelenggM Tug6 dan Fungsi

PendokumnBian dan P€ngaNipan
Pengelola Logistik Pemilu/ Pemiliha

Bmng PeMdian dil Kocumi

Belanja Pedalmn Dim BiN

Belmja Bahan

Rwisi

Tereusunnya Lapomn
PeryEipan Logistik
Pedlo KPU Kou

I (Saru) Lapomn
lNya

DokumnBi dan

Pengmipan lrgistik

Rp

RP

RP

1.692.m0

3.180.000

1.740.000

Ksubbag
KeMgn
Umum dan
bgistik

52t2tt

3356.8[.010.005
IryenEisi Logistik P€milu Dukungan
PenyelengM Tugs Fungsi dan Unit

Penysulm LapoBn dan Evalusi
P€laks@n PenSelolan Pemeliham

Belanja Bahan

TeEltMya Lapom
Evalmi
Perelihamn dan
INeMrisi
Pemilihan

I (Satu) Lapmn
xD% dan

Evalwi
PelaksM
Pengelolen
Perelihatm

Pemilihan

1.752.m0

Kasubbag
Keu{Ea
Umum dan

Logistik

3

4

076.01.w4.3355

3355.E4A.994

0ll

5llll9
5lll21
5l I 122

5l I 123

5l I 125

5l I t26

5l I129
slIl5t
5t22tt
51241 I
5llill

5lllll

51241

Proru Dukunpn Mami€ren
LayM Pe*antomn

Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pembulah caji PNS

Belanja Tunj. Slmirstri
Belmja Tunjmgan AMk PNS

Belanja Tmjangm Stnktural PNS
Belanja Tmj. PPH PNS

Belmja Uang Makan PNS

Belanja Tunjangm Umm PNS

Belmja Uang Lembu
Tukin dan Uang Kerhotmh

tRSl Tambahancaji
tTBl Tambtu Kehnnsn Gii

Gaji de Tunjangan

Fnyel€saim
peMalahan
dalam
pengelolam

keMF dalam salu

Ehun pengelold
mgSm

Reusi Anh, Sa&cr
Revisi AnE Salker

12 (Dua B€le)
Bulan Layam
two

Pembayamn Gaji
dan Tuojan8an

Rp 594299.W)

RP

Rp

Rp

RP

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

RP

Rp

11.000

45.680.m
15.890.m
50.045.m

1.2m.000

44.630.m
I15.999.m
25.820.000

2.mo
1.151.744.m

52.833.m
52.833.0m

Penggu@ Anggamn (LPPA)

Fungsi
Tugs dm

I



be6asis Aplikasi
idol]mi dan Monitodn8

52121 Bclmja
Belilja BaBng

Pemngamn Panded

52lE I
Belanja Bmng Pcnedien dan

522
Belmja Jas- Pemngam

Sistem Pengendalian lntem P€rerind

I (Satu) LaFmn
tm70

9.637.000p€nSguMn
(c-LPPA)

L220.m0

3.m.m0

2.62.m0

640.m

Divisi Umum
dan Logistik &

KtrubbaS
KemFn.
Umum&n

Logistik

Invcnbnsi
PeMalahan
PetunggungPenyel€nggmn

terhadap prcses

FnIlmBn dan
pelaksamn
kebijakan, setu

pengm8gl@ dan

Penggum
I (Satu) Lapmn AnSSamn terh&p

Divisi Umum
dan lrgistik &
K6ubbag
Kewgan,

Logistik

6

33fi.E44.994
w2

521 ll I

523t2t

5241 I I

521 I l9

szzttt
522112

522t9t

523llt

s2lill
521 I r1

521 I l5

Layam Per*antomn

Op€Eioml dan Pereliharun kanbr

Honor. ATK. KoNurui dll
Pengirimn Sumt melalui pos

Honot ATK, Koruumi dl
Pakaim ASN, Satpaq Supir.

Prmubaki
Belmja BaBng Non Opensioml"

Aplikasi Betbaytr dan PeMngen
Pandemi Covid

Biaya Lisrik C€dung & cudang
Langgamn Telepon

Lay@ Interet
PeB*aUn Gedung dan Bmgl,m eU

halm
Belmja Pereliharon Pemlah dtr

Mesin-Senis Kendam & Pernlatu
Elektrcnik kdor

Perjdmn ke KPPN/KPKNL/KNi
DJPBN

Op€ruioml Kantor

Tedaymi Kebutuhil
Perkanban slam
bhun anggmn
be4,lan

Revisi

R€visi

Revisi

Revisi

Revisi

Rcvisi

Revisi

Revisi

Revisi

12 (Dua Beld)
Bulan Layamn
tw./"

F6ili6i

kebutuhan untuk
ASN, Honorei
Satpam Supir dfi
LayaMn Kantor

Rp

RP

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

RP

38.940.0m

96.m9.m

15.584.m

12.372.m

209.898.m
201.trn

95.520.m

14.250.m

35.224.m
208.m

6.850.m0

Divisi Umum
dan Logistik &
Ksubbag
KeMga(
Umumdan
Logistik

7

33m Em.Ol0

m5

52L211

52t213

Peqelolun Bamg Milik NeF
Dukungm Penyelenggam tugs dan
Fungsi

PeMh Usahan BMN

ATK
HonorOP Sitruk-BMN (12 Bulan)

Revisi

Revisi

Terdokumnbinya

ymg renjadi As.t
Katuor KPU Kob
Pariallm

Penyanpaim
Lapo€n SitrBk-
BMN Per-
SeresEr selaro
hhun anggann
dalam I (Satu)

Lapom lm%

Peqinpuhn ker,
Belmja Modal,
belmja peEedian
rehluli aplikAi
Simak-BMN

Rp

RD

l.m.m0
3.6m.m

Divisi Umum
dan Logistik Jt
KEubbag
KemgaI
Umumdan
Logjstik

I

52t2tt
524I I

336l.EAL.m5

m5

Lapoan hasil Reviu LaIrcBn Keungm

Dukunp FNeleogmn Turc datr
FunSsi Unit

Reviu Lapsn kemFn

Belanja Bahai
Belmia Perialen Dim Bie

Penyampaiil
Laponn LPPA
berdalBm tiap bulan
yang Epat waku dan
valid

I (Satu) Laponn
loo%

InveMrisi
P€llMalalEn
Petunggung
jawaban

Penggullm
AngSamn

Rp

Rp

51,{.ux)
1.920.m0

Kab/Koh
KPU Provi!EiKPU

pelaksamn

n)o%

dan

866.m0

Ksubbag
Ke@gaI

5

B



52t2t

52t81

Belanja

Belaja BamnS PcMdian
736.m

t30.m0

Divisi ProdaE

& Kdubbag

335?.Eil.m3

m5

52t2tt
52iEl I

522191

5241 l3
5241t4

Bclmja Je Lainrya-
PendukunguOrgrl0

Perjalamn Dims Dalam

Tups dan
Unit

Da6 Pedlih

Belanja
Belmja Pe6edian

Dala

Revisi

R*isi

I (Satu) Lapoan
tN./.

Dau
202t

28.%0 (m0

2.860.m0

2m.m

22.8m.(m

l.5m.m0

Prcgrm &

Divisi Prodah
& Kasubbag

335?.EAL.m4

m5

B

s21211

521811

5212tt

52t81 t

5241 I I

PelakMn Kegiahn dan

ATK-Belmja Baang Pe6edian

Banry PeNedian BaBng

ATK-Belmja Banng Pe6edian

TuSas dan
Ud(

Trhtrn 2O2l

Belmja

banng

Belanja

bmng

Ke$suin

Revisi

I (Saru) Lapomn
two/" Kineda

7.214.m0

1.240.m0

1.989.m0

670.m

1.575.000

Prcgm &

Divisi Prcde
& K^ubbag

335?.FAD.00l

m5

B

524t I

52 I2l I

52 t8l I

5241 | I

524tt9

52t2tt

52I8t I

Dokuren Rerce Kcrja
Anggmn Tahun 2022

Belmja Bamng PeNedian

PedalmDi6
Perjadin Paker Meeting Lw

Tahun 2022 & Evalusi

B€lmja Beng Pe6edimn

Tugas dan
Unit

202t

Belmja

Raker KPU te*ait

dan KegiaEn

Belanja

PenyNllMRelw
Kerja (Reda) Tahun
2022

Rwisi

Revisi

Revisi

R€visi

Revisi

Revisi

(Sdu) Lapoan kerja KPU
Rp

6.m

I180.m0

7.{n)

1.445.m

2m.m

E5.000

1163 RAH Ol I 005

52t2|l
s24l I I

Administ6i Kepemilm

Belmja l

Belmja Peialamn Di6

Fungsi dan

Pemilihan Umum
Dalm

Hulun

Revisi

Revisi

I (Saru) Laponn
t0%

Hukum
L708.mO

8.000

l.7m.m0

Divisi Hukum
Ksubbag
Hukum

Kilubbag
Hukum

tl

3363.8MA.012 005

52t2tt

52 t8l r

524t I r

&n Infomsi kdtrk
Dul$ryan Penyelenggam

dan lnfomusi Produl

Belanja Bahan- Koruumi
Belanja Baang Pes€dian

Belanja Perjalmn DiMs
Dim BimrcK JDIH

drnFunsi

Revisi

H*um

Produk
I (Sdu) LapoBn
tN"h

Tahun
Selaro I

9.m

l.l77.mo

3.t80.m0

a

2 !;,

9

Monitoring

Evaluasi *
it
*

l0

rI
a
E

tm%
zo22

,1,

i

l,
I

I

?
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l4

3364.8AH.030.m5
Infomsi Produk

Dukungm PenyelensgaM

Pemilu
Perilibn

Maelah Hukum
Pelaksmn

Hleg. Pilpres dan

Pemilulada

HukM
TA. 2021

I (Sdu) Lapomn
tmv"

KOMIS] PEMITIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

DIKETAHUIOTEH

KETUA

TRES NATALIA SITUMORANGSH

NIP: 19841203 200902 2 Otz

Kmbhg
Hukum

Divisi SDM &
Pa,rM&
KBubbaB
Tckknis &
Hupm

l5

521811

33&.BMA.m5.

m5 Dukmgm P€ryelenggM Tugs dan

FuSi Unit

Pererbibndan ldolrui dan Kliping
KeEmilun dan Pilkada

Belanja Baang PeEedian KoNumi.
ATK

Tedak@rya
Pelayen PeE dan

Media Pemilu dan
Pemilukada

I (Saru) Laponn
tutyo

Laponn Pclaymn
PeE dan Media
Pedlu dan
Pemiltud,

l.m.moRp

Divisi Teknis &
KaubbaS
Tekknis &
Hupms

l6

524111

3364.8AL.01 l.

m5

Supenisi dm Monitoring Pemilu dan

Pemilukada

Dukungan Penyel€nggam Tugs dan
Fungsi unil

Evalwi Tahapan Pe@lomq
Pemungu@ Penghitungil Slm. dan
PerehFn Calon Teailih Pemilihatr
Serenbl Talun 2020

Perialmn DiMs Bias

Jumlah dah
*ro dokmn
Pemilu Pcmilu
Presiden dan

Wakil Prcsiden
Legisldif

I (Saru) Laponn
tffiy.

PenyuuM Daflar
InveMisi teftait
Pilprcs. Pileg dan
kmilukada

5.484 m0

5.484.m0

Rp

Rp

p


